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BIDANG DALAM NEGERI

Pada tanggal 23 Januari 2021, Ketua Majelis Rakyat

Papua Barat (MRPB), Maxsi Nelson Ahoren di Manokwari

berharap Pemerintah Provinsi dan Fraksi Otsus DPR

Papua Barat tak mengambil jalan baru (sepihak)

membahas nasib Otsus Papua dengan versinya masing-

masing. Tetapi tiga komponen ini memiliki satu prespektif

untuk suarakan aspirasi masyarakat asli Papua di Papua

Barat yang telah ditetapkan dalam agenda Rapat Dengar

Pendapat (RDP) MRPB.
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K Bertambahnya ketidakpercayaan masyarakat Papua kepada Pemerintah

Pusat, sehingga muncul kelompok pro-Otsus melawan kelompok kontra-

Otsus Jilid II yang dapat memicu keresahan di tengah masyarakat Papua.
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Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Berharap

Pemprov dan DPR Papua Barat Tidak Ambil Jalan 

Sepihak Soal Otsus

MEDIA EXPOSURE

125 Berita Online

2 Cuitan Twitter

54 Posting Facebook
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RENDAH SEDANG TINGGI

TINGKAT KEPENTINGAN NASIONAL

Harapan Ketua MRPB tersebut didasari bahwa masih banyak catatan kelam

masa lalu dan luka yang belum juga terselesaikan sejak pemberlakuan Otsus

di Papua. Dia pun tak menampik bahwa sikap Pemerintah Pusat dalam

merespons aspirasi masyarakat Papua justru akan menambah

ketidakpercayaan orang Papua kepada Pemerintah Pusat. Bahkan bisa pula

terjadi konflik horizontal, antara kelompok pro dan kontra terhadap Otsus

Papua. Ini adalah realita yang harus dipertimbangkan agar Pemerintah Pusat

bersama DPR RI tidak sepihak merancang keberlanjutan Otsus untuk Papua

dan Papua Barat di tengah seruan permintaan kelanjutan Otsus oleh warga

pribumi Papua.

RENDAH SEDANG TINGGI

RENDAH SEDANG TINGGI

TINGKAT KEPENTINGAN PROVINSI

TINGKAT KEPENTINGAN KABUPATEN/KOTA
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Kemhan berkoordinasi dan bekerja sama dengan Kementerian Dalam

Negeri, DPR RI, Fraksi Otsus DPR Papua Barat, Pemprov Papua dan Papua

Barat serta K/L terkait pembahasan kelanjutan Otonomi Khusus (Otsus)

untuk Papua dan Papua Barat.



PUSINFOSTRAHANPUSAT INFORMASI
STRATEGI PERTAHANAN

WILAYAH  PAPUA 

Pemerintah Diminta Tetapkan Organisasi
Papua Merdeka (OPM) sebagai Teroris

Tindakan kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan oleh OPM
selama tahun 2020 tergolong cukup tinggi dan meningkat di
bandingkan tahun sebelumnya , sehingga cukup layak apabila
OPM ditetapkan sebagai organisasi teroris karena aksi yang
dilakukan bukan hanya memakan korban pihak aparat keamanan
tetapi juga masyarakat Papua yang menjadi korban kebrutalan
OPM

LEVEL ANCAMAN TINGKAT KABUPATEN
AMAN MENGKHAWATIRKAN WASPADA SIAGA

AMAN MENGKHAWATIRKAN WASPADA SIAGA

AMAN MENGKHAWATIRKAN WASPADA SIAGA

LEVEL ANCAMAN TINGKAT PROVINSI

LEVEL ANCAMAN TINGKAT NASIONAL

EXPOSURE

101 Berita
Lokal – nasional

301,302 Mention 
Media Sosial

ANALISA

SARAN

Kemhan menyarankan kepada Kemenkopolhukam untuk
melaksanakan kajian komprehensif tentang kemungkinan
penetapan OPM sebagai organisasi teroris dengan melibatkan
stakeholder terkait

Pemerintah diminta menetapkan Organisasi Papua
Merdeka (OPM) sebagai organisasi Teroris. Pasalnya,
karena tindakannya OPM selama ini nyata-nyata
merupakan bentuk teror terhadap warga Papua selain
menyuarakan perlawanan terhadap eksistensi negara.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Kemanusiaan dan
Pembangunan (PSKP

PUSINFOSTRAHAN

DAMPAK

OPM di tetapkan sebagai
teroris Hal ini akan
berdampak terhadap tidak
dapatnya intervensi negara
PBB dan juga untuk
membatasi ruang geraknya
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BIDANG ASIA PASIFIK

Serangan bom bunuh diri yang terjadi di Irak dapat menjadi pemicu terjadinya serangan
yang dilakukan oleh kelompok-kelompok lain yang terafiliasi dengan ISIS di wilayah atau
kawasan lainnya termasuk di Indonesia.
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ISIS KLAIM BOM BUNUH DIRI DI IRAK
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• Kemhan mendorong TNI dan Kepolisian untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam
pengamanan wilayah di seluruh Indonesia akan kemungkinan terjadinya serangan dalam
waktu dekat dari kelompok atau pun per seorangan yang terafiliasi dengan ISIS.

• Kemhan mendorong percepatan pembahasan RUU Perpres Pelibatan TNI Dalam
Penanggulangan Terorisme di DPR agar tidak terjadi kebingungan dan ketidakpastian bagi
personel TNI untuk menjalankan peran dan tugasnya di lapangan.
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INDIKATOR  ANCAMAN TERHADAP KEPENTINGAN NASIONAL 

AMAN MENGKHAWATIRKAN WASPADA SIAGA

IMPLIKASI POLITIK

BERDAMPAK
TIDAK LANGSUNG

IMPLIKASI SOSIAL

BERDAMPAK 
TIDAK LANGSUNG

IMPLIKASI EKONOMI

BERDAMPAK 
TIDAK LANGSUNG

IMPLIKASI HUKUM

BERDAMPAK
TIDAK LANGSUNG

IMPLIKASI HANKAM

BERDAMPAK
LANGSUNG
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Kelompok ISIS telah mengklaim bahwa mereka bertanggung
jawab atas peristiwa bom bunuh diri kembar di Tayaran Square,
kota Baghdad, Irak yang terjadi pada tanggal 21 Januari 2021.
Akibat kejadian tersebut 32 orang tewas dan lebih dari 100 orang
luka-luka. Serangan dua bom tersebut terjadi di lokasi yang sama
saat terjadinya bom bunuh diri pada tahun 2018 yang
mengakibatkan 27 orang tewas.
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Meskipun ISIS telah berhasil dikalahkan dan pasukan Irak
berhasil merebut semua wilayah yang dikuasainya pada
tahun 2017, kelompok tersebut tetap melakukan
perlawanan secara sporadis. Serangan bom bunuh diri
adalah metode umum yang digunakan oleh kelompok ISIS
untuk melakukan teror. Serangan ini dimaksudkan untuk
menunjukkan eksistensi mereka di wilayah tersebut dan
menciptakan ketakutan di masyarakat. Serangan ISIS di Irak
disinyalir masih terus berlanjut dan cenderung meningkat
apabila penarikan total pasukan Amerika Serikat (AS) di Irak
terealisasi pada bulan Mei 2021.
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KAWASAN AMERIKA, EROPA, DAN AFRIKA

Amerika Serikat dan Korea Selatan dan Kembali Bahas 
Perdamaian Korea

Direktur Keamanan Nasional Korea Selatan Suh Hoon dan Direktur Keamanan Nasional AS Jake Sullivan sama-
sama menyatakan bahwa AS dan Korea Selatan telah melaksanakan kembali membahas mengenai perdamaian
Semanjung Korea yang dilakukan melalui saluran resmi via telepon. Bagi AS, upaya kebijakan dalam melakukan
pembicaraan ini merupakan kali pertama antara kedua negara sejak AS berada di bawah pemerintahan Presiden
Joe Biden. AS dan Korsel sepakat tentang perlunya kerja sama bilateral erat dalam memajukan proses
perdamaian Korea, dengan menegaskan kembali kekuatan aliansi kedua negara dan mereka sepakat bahwa
penting untuk bekerja sama tidak hanya dalam masalah keamanan regional, tapi juga pada tantangan global
yang tertunda seperti Covid-19, pemulihan ekonomi, perubahan iklim, dan keamanan siber.

INDIKATOR  ANCAMAN TERHADAP KEPENTINGAN NASIONAL
AMAN MENGKHAWATIRKAN WASPADA SIAGA

IMPLIKASI 
POLITIK

BERDAMPAK 
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IMPLIKASI 
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BERDAMPAK  
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BERDAMPAK 
TIDAK
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IMPLIKASI 
HUKUM

BERDAMPAK 
TIDAK

LANGSUNG

IMPLIKASI 
HANKAM

BERDAMPAK  
LANGSUNG

DAMPAK

Bagi AS, hubungan dengan Korsel ini merupakan implementasi yang memang sudah
diprediksi pada pemerintaha Biden, yakni AS sangat mengutamakan untuk memperbaiki dan
memperkuat dari aliansa dimana menjadi kunci utama dalam kebijakan politik luar negeri.
Aliansi anatar AS dan Korsel adalah indikator penting yang memegang peranan yang
mendorong stabilitas kawasan dan perdamaian serta keamanan di kawasan Indo-Pasifik.
Tujuan utama aliansi ini adalah membangun kembali upaya bersama untuk mencapai tujuan
denuklirisasi dan perdamaian abadi di Semenanjung Korea.
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Aliasi yang dibangun oleh AS dan Korsel ini diprediksi sebagai langkah awal dari pemerintaha
Biden untuk mengembalikan peran dan fungsi AS di kawasan Indo-Pasifik. Kebijakan ini
sebagai bentuk komunikasi dini sebagai kebersamaan dalam menghadapi tantangan regional
maupun global. AS disinyalir akan membuka komunikasi dengan negara-negara di kawasan
Indo Pasifik, seperti Korsel, Jepang, dan lain-lain. Kondisi inilah yang akan dipahami oleh dunia
internasional, bahwa pemerintahan AS dibawah kepemimpinan Biden akan sangat berbeda
dengan Trump sebelumnya
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FAKTA/DATA

Kemhan melalui Ditjen Strahan mendorong dan menguatkan kerja sama pertahanan dengan
negara-negara kawasan ASEAN dan mitra wicara, terutama yang mendukung ASEAN Indo-
Pasific Outlook.


